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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 61 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang   :    bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010  tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anngaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagai 

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat :     1. Undang-undang Nomor  3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1955  tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa  Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia    Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara  Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi   dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor   3312) Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi dan   

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 

Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan      

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003     

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2004    

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      

Nomor 125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2008  

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4844);  

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007   

tentang  Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009   

tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang   Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun  1950  (Berita       

Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak     

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan   Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang      

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala        Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang   Kedudukan 

Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan dan Anggota Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara    Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana  telah diubah Pertama  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540)  

dan  sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan        

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara           

Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005    

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik    

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran     Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik     

Indonesia  Nomor 4577); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang    Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran   Negara  Republik 

Indonesia  Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   4609);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang   Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor    4614); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010  

tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  

Tahun 2010 – 2014; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006    tentang 

Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam    Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006   tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  tentang  

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  37 Tahun 2010  tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan   Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 1 

Tahun 2005  tentang Kedudukan Protokoler dan  Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran    Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2005  Nomor 1 Seri E)   sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2007 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta    Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan     Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi  Daerah   Istimewa Yogyakarta Tahun 

2007 Nomor 4)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun    

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah  

(Lembaran Daerah     Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2008  Nomor 11) ; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta    Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja    Sekretariat Daerah 

dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi 

Daerah  Istimewa Yogyakarta    (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran   Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008   Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja    Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah,  Lembaga Teknis Daerah   

dan Satuan  Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   Nomor 2 

Tahun 2009  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   Nomor 4 

Tahun 2009  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  

Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   Nomor    

14 Tahun 2010  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi     

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14); 

34. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang  Rencana    

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta          

Tahun 2011; 
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MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG  PENJABARAN   ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN  

2011. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011  terdiri   atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah  :    Rp.   700.339.191.807,00 

b. Dana Perimbangan     Rp.   714.542.342.916,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah   Rp.       4.593.565.500,00    

   

   Jumlah Pendapatan  Rp. 1.419.475.100.223,00 

 

 

2. Belanja     

    a. Belanja Tidak Langsung               

    1) Belanja Pegawai   Rp.  443.439.503.485,00 

        2) Belanja Bunga   Rp.                  - 

        3) Belanja Subsidi   Rp.                                - 

        4) Belanja Hibah   Rp.      7.618.834.000,00 

        5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.  105.752.386.562,00 

        6) Belanja Bagi Hasil   Rp.  215.127.693.860,00 

        7) Belanja Bantuan    

  Keuangan     Rp.    67.180.000.000,00 

        8) Belanja Tidak Terduga  Rp.    10.000.000.000,00 

           Rp.  849.118.417.907,00 
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b. Belanja Langsung       

1). Belanja Pegawai  Rp.    90.164.078.815,00  

2). Belanja Barang dan  

     Jasa                               Rp.  501.329.695.373,00 

 3). Belanja Modal  Rp.  150.173.519.048,00 

 

 

         Rp.    741.667.293.236,00 

    

 Jumlah Belanja    Rp. 1.590.785.711.143,00 

  

 

 Surplus/(Defisit)    Rp.  (171.310.610.920,00) 

 

3.  Pembiayaan 

     a.  Penerimaan     Rp.  203.425.610.920,00 

     b.  Pengeluaran     Rp.    32.115.000.000,00  

 

          

       Jumlah Pembiayaan Neto     Rp.   171.310.610.920,00 

 

 

       Sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  tahun berkenaan     

         Rp.                   - 

 

Pasal 2  

 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I,  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 3 

 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuaan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 

ini dengan  penempatannya  dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ditetapkan   di Yogyakarta 

pada tanggal   31 DESEMBER 2010 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal  31 DESEMBER 2010 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 ttd 

  TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 

NOMOR  61    

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


